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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MINAHASA TENGGARA 

PROVINSISULAWESIUTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 

SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), 

Pasal 96 ayat ( 1 ) ,  dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang 

Desa; 

b. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja Hukum Tua, 

Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di 

Kabupaten Minahasa tenggara, maka dipandang perlu 

memberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana 

Desa di Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara. 

1 .  Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di provinsi 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4685); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang­ 

Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

4. Undang - Undang 23· Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagamana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 58·,Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1  Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa [Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ) ; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Minahatsa Tenggara Tahun 

2015 Nomor 87); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 

Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 131) ;  

1 1 .  Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 54 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 

Nomor 613). 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENT ANG PENETAPAN DAN 

• 

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI 

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 

2020. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara. 

2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara. 

3. Camat atau sebutan lain adalah pernimpin. kecamatan yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya di 

singkat Dinas PMD adalah dinas teknis penyelenggaraan 

pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
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berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau Hukum Tua yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala 

Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 

diwadahi dalam Sekretaris Desa, dan unsur pendukung 

tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 

diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur 

kewilayahan . 

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di 

tetapkan secara demokratis, 

10 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 

disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 

1 1 .  Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 

selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau 

sebutan Jain yang karena jabatannya mempunyai 

kewenangan, menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan Desa. 

12 .  Pelaksanan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 

disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan 

pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala 

desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

13 .  Rapat adalah pertemuan yang dilaksanakan guna 

membahas dan evaluasi setiap program kegiatan yang ada 

di Desa, Kecamatan dan Kabupaten. 

14. Rapat wajib adalah pertemuan wajib setiap pagi sebagai 

pengganti Apel Pagi. 

15. Penilaian kinerja adalah penilaian atas respon setiap desa 

atas permintaan data dan laporan. 
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BABII 

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN 

PEMERINTAHAN DESA 

Pasal 2 

(1)  Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2020 adalah sebesar 

Rp. 57.039.000.000 (Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Puluh 

Sembilan Juta Rupiah) dimanfaatkan untuk pembayaran 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Hukum Tua dan 

Perangkat Desa serta pembayaran Tunjangan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD); 

(2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Hukum Tua dan 

Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan 

Desa. dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD); 

(3) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Hukum Tua, 

Perangkat Desa. dan Tunjangan Badan Permusyawaran Desa 

adalah sbb : 

Uraian Penghasilan Tunjangan Total (Rp) 

Tetap (Rp) (Rp) 

Hukum Tua 2.500.000 l.500.000 4.000.000 

Plt/Penjabat - 4.000.000 4.000.000 

Hukum Tua ASN 

Perangkat Desa 1.250.000 750.000 2.000.000 

Ketua BPD - 3.000.000 3.000.000 

Anggota BPD - 2.000.000 2.000.000 

(4) Penghasilan Tetap dibayarkan setiap bulan sesuai dengan 

besaran yang ditetapkan; 

(5) Khusus Pelaksana Tugas/Penjabat Hukum Tua dari ASN 

tidak dibayarkan penghasilan tetap dan hanya rnenerima 

tunjangan; 

(6) Tunjangan Hukum Tua ASN dibayarkan apabila yang 

bersangkutan tidak menerima tunjangan kinerja daerah; 

(7) Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dibayarkan berdasarkan penilaian 

disiplin kerja dan penilaian kinerja; 

(8) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Hukum Tua sebagairnana 

dimaksud dalam ayat (3) dan (5) dibayarkan berdasarkan 

��tooJ� ltlwmnti'lltuaru.lrlh�altfilloomft�; 
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(9) Pembayaran Tunjangan kepada Hukum Tua, Perangkat 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan 

pengurangan sesuai penilaian disiplin kerja masing-masing, 

Hal-ha! yang dapat mengurangi tunjangan 

a. Tunjangan Hukum Tua : 

1 .  Tidak menghadiri rapat/kegiatan Pemerintahan 

tingkat Kecamatan maupun Kabupaten; 

2. Ijin keluar daerah. 

b. Tunjangan Perangkat Desa : 

1 .  Tidak mengikuti rapat wajib baik dalam Desa, 

Kecamatan dan Kabupaten; 

2. Tidak kerja bakti atau kegiatan-kegiatan resmi desa 

lainnya; 

3. Tidak hadir dalam rapat desa, kecamatan dan 

kabupaten; 

4. Penilaian Kinerja; 

5. Ijin keluar daerah. 

c. Tunjangan BPD : 

1 .  Tidak hadir dalam rapat bersama BPD, rapat dengan 

Pemerintah Desa dan musyawarah-musyawarah 

Desa; 

2. Tidak kerja bakti atau kegiatan-kegiatan resmi desa 

lainnya; 

3. Tidak hadir dalam rapat di Kecamatan dan 

Kabupaten; 

4. ljin keluar daerah. 

( 10) Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) hurufb angka 1 dan 3 wajib disertai 

dengan daftar hadir dan dokumentasi timestamp. 

( 1 1 )  Pengurangan tunjangan sesuai dengan ayat (9) diatas diatur 

sebagai berikut : 

a. Tidak mengikuti rapat wajib di Desa ataupun di 

Kecamatan 5 o/o; 

b. Tidak mengikuti rapat desa, kecamatan maupun di 

kabupaten 3°/o; 

c. Tidak mengikuti kerja bakti 7 %; 

d. Sakit yang dibuktikan dengan surat dokter dipotong 3%; 

e. Ijin (membuat ijin tertulis) dipotong 5°/o; 

f. Tanpa berita dipotong 7 %. 
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(12) Selain Pemotongan berdasarkan displin kerja, pemotongan 

pembayaran tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa juga dilakukan berdasarkan 

kinerja Desa atas pemasukan data/laporan sesuai waktu 

yang ditentukan. 

(13) Pemotongan berdasarkan keterlambatan pemasukan 

data/laporan sesuai ayat (12) diatas, diatur sebagai berikut: 

(a) Pemotongan atas keterlambatan memasukkan 

permintaan data/laporan dapat dilakukan oleh Camat 

maupun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa; 

(b) Besaran pemotongan adalah 20% dari tunjangan untuk 

keterlambatan l (satu] hari, 30%-untuk keterlambatan 2 

(dua) hari, 40°/o untuk keterlambatan 3 (tiga) hari dan 

50°/o untuk keterlambatan lebih dari 3 (tiga) hari . 

(14) Untuk pembayaran tunjangan sebagaimana ayat (7) di atas, 

diatur sebagai berikut : 

a. Dinas PMD merekap data disiplin kerja berdasarkan 

fingerprint desa; 

b. Rekapan fingerprint di cetak oleh Dinas PMD; 

c. Hukum Tua selaku atasan langsung perangkat desa 

wajib menyampaikan laporan kinerja perangkat desa 

bulanan kepada Dinas PMD untuk dijadikan 

tambahan perhitungan dalam menetapkan total 

tunjangan yang akan diterima masing-masing 

perangkat desa; 

d. Penilaian kinerja Hukum Tua ditandatangani Camat 

dan Perangkat Desa oleh Hukum Tua; 

e. Penilaian Kinerja BPD mengacu dalam peraturan 

tentang BPD; 

f. Desa mengajukan permintaan pembayaran tunjangan 

berdasarkan daftar yang dikeluarkan oleh Dinas PMD. 

(15)Permohonan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 

ditandatangani oleh Hukum Tua. 

(16)Apabila terdapat kewajiban-kewajiban desa yang belum 

diselesaikan, maka Dinas PMD berhak untuk menunda 

proses permintaan pembayaran penghasilan tetap dan 

tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD. 

(17)Besaran Penghasilan Tetap dan Tujangan Hukum Tua, 

Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan 
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Desa adalah sebagaimana pada lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

BAB III 

SASARAN ALOKASI DANA DESA 

Pasal 3 

Sasaran Alokasi Dana Desa adalah wilayah administrasi Desa di 

Ka bu paten Minahasa Tenggara yang terdiri dari 135 ( seratus tiga 

puluh lima) Desa yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan. 

BAB IV 

KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN 

MEKANISME PENYALURAN 

Pasal 4 

(1)  Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam rangka pemberdayaan 

Desa harus dilaksanakan melalui 

perencanaan pembangunan Desa 

dituangkan dalam Peraturan Desa 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); 

(2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana 

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan 

koordinator Sekretaris Desa. 

(3) Kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana desa adalah 

sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDes. 

Pasal 5 

(1)  Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui 

rekening kas desa dan penggunaanya ditetapkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes}, 

(2) Pencairan dana dalam rekening Desa ditandatangani oleh 

Hukum Tua dan Bendahara Desa. 

(3) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dibayarkan 

secara non tunai ke rekening masing-masing Hukum Tua, 

Perangkat Desa dan BPD. 

BAB V 

PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA 

Pasal 6 

(1 )  Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan 

bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengelolaan 

keuangan Desa dalam APBdes. 

forum musyawarah 

yang sebelumnya 

tentang Anggaran 
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(2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) 

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka 
dengan melibatkan unsur masyarakat di Desa. 

(3) Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara 
administratif dan transparan. 

{4}Alokasi: Dana Desa {ADD)dilaksanakandengan menggunakan 
prinsip Hemat,Terarah dan Terkendali. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati 
Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan 
dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa 
Tenggara Tahun Anggaran 2019 dan Nomor 40 tentang 
perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi . 

BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 8 
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita 
Daerah. 

Ditetapkan di Ratahan 
pada tanggal {; JCl.,v.,..cui' 2020 

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 

"" 
P&JBA.T PUG&LOL.11, 

. ...... 
... ..., ....... 

1 .... � 

' 
............. 

' 
a UmTAltlS Ol'IID ... 

4 IUJIAOJrD'ICD'. . ...  

•  Ul'ALA Dlll.18 PIID e 
• ..... """' _/ 

T UBAJJDICPD 
\ 

• � Pl:.IO:IQJITAJIM D.u' O.SU 'V . 

• 
RmTAR.ta DAERAB KilUPATD 

IL, ... ...... ......,.... 

10 WAJUI. BUPATI IIDl#JIASA tr.llOO.UU. 'V/' 

11 IWPATI Km'AILU.A fl1'0GARA 
Dia. lloll- U-11 Dtta ..... t:a-caai 

>, 

JAMES SUMENDAP 

Diundangkan di Ratahan 
pada tanggal C. J�· 2020 
SEKRETARIS DAERAH 
KAB MINAHASA TENGGARA 

SERITA ,DAERAH KABUPATEN 
NOMOR. .. QK-1 

MINAHASA TENGGARA TAHUN 2020 
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